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BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan kesimpulan sebagai

berikut :

Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberian kesempatan kerja bagi

penyandang cacat di perusahaan yang dilakukan oleh bidang pengawasan

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta masih belum

berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang

berlaku. Terbukti dengan masih banyaknya penyandang cacat yang belum

memperoleh haknya terutama dalam pelaksanaan pemberian kesempatan

kerja di perusahaan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor,

diantaranya pengawasan rutin sesuai dengan peraturan yang berlaku masih

belum berjalan dengan baik, aksesibilitas yang dimiliki perusahaan yang

belum memenuhi syarat untuk mempekerjakan tenaga kerja penyandang

cacat, serta tindakan bagi perusahaan yang melanggar peraturan terhadap

pemberian kesempatan kerja belum ditegakkan sesuai dengan peraturan

perundang – undangan yang berlaku.

Pengawasan terhadap pemberian kesempatan kerja bagi penyandang

cacat juga tidak berjaan lancar karena masih mengalami kendala, baik

kendala dari pihak perusahaan, pemerintah maupun penyandang cacat itu

sendiri.
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Pada intinya bahwa pelaksanaan pengawasan merupakan suatu hal yang

penting untuk menjamin terpenuhinya hak penyandang cacat, terutama dalam

memperoleh pekerjaan sesuai dengan yang telah diatur oleh peraturan

perundang – undangan yang berlaku.

B. Saran

1. Perusahaan harus menyediakan aksesibilitas yang dibutuhkan oleh

penyandang cacat, meskipun yang sifatnya masih minimal.

2. Penyandang cacat harus aktif pula dalam mencari pekerjaan.

3. Pemerintah melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi harus

bekerjasama dengan perusahaan dan panti – panti sosial serta pihak terkait

yang dapat menghubungkan antara penyandang cacat dan perusahaan agar

lebih mudah dalam penyaluran tenaga kerja penyandang cacat ke

perusahaan.

4. Bidang Pengawasan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

meskipun dengan jumlah pegawai yang terbatas harus mengupayakan

terlaksananya pemberian kesempatan kerja bagi penyandang sesuai dengan

tugasnya.

5. Pemerintah melalui bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Sosial

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta harus melakukan

pengawasan secara rutin sesuai peraturan perundang – undangan yang

berlaku.

6. Pemerintah melalui bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Sosial

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta harus lebih tegas dalam
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penjatuhan sanksi terhadap penyimpangan yang terjadi yang berkaitan

dengan pemberian kesempatan kerja bagi penyandang cacat.
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